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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan

menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

m Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
\_ ' Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : HM. JUSUF RIZAL
(MOHAMMAD JOESOEF)

No. KTP

Alamat

Tempat,

Tanggal Lahir

Pekerjaan/ : Ketua Umum Partai Swara Rakyat
Jabatan Indonesia (PARSINDO)
Nama ; SYAEFUNNUR MASZAH

No. KTP

Alamat




Tanggal Lahir
Pekerjaan/ 3 Sekretaris Jenderal Partai Swara

Jabatan Rakyat Indonesia (PARSINDO)

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Swara Rakyat Indonesia
(PARSINDO) yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Pasindo, Jl. Pangeran Antasari No.20, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Aldi Rizki, S.H., CLA;
2. Agung Fajriansyah Burantani, S.H.,CNSP.,CTL;
3. Horas A.M. Naiborhu, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:033/DPP-
PARSINDO/BAWASLU/X/2022 Tertanggal 17 Oktober 2022 untuk
selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut

sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 234 /PL.01.1-BA/05/2022
tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminsitrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) Tahun 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R..) yang
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
August Mellaz, S.E.
Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

NPk b

Eberta Kawima



8. Sigit Joyowardono
9. Nur Syarifah
10. dkk

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing
berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, pejabat, dan
staf pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta Advokat
dan Asisten Advokat pada kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS
yang berada di Tower Splendor Lt.23 Unit 2305 dan 2306, Jl. Letjen
M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021)
50101369, email: salehandpartners@gmail.com, dengan memilih
domisili hukum pada kantor KPU yang beralamat di Jalan Imam
Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 50/PY.01.1-SU/07 /2022, tanggal 17 Oktober 2022, dan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 61/PY.01.1-SU/07/2022, tanggal 25 Oktober
2022, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan
atas nama KPU dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor:
004 /PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang dimohonkan oleh Partai Swara
Rakyat Indonesia (PARSINDO) untuk selanjutnya disebut; Termohon.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor
Register 004 /PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022

dengan Permohonan sebagai berikut:



A. Pokok Permohonan Pemohon
Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek
permohonan yang disengketakan Pemohon adalah Peristiwa terjadi
pada tanggal 28 September 2022 di KPU RI tentang Pendaftaran
Perbaikan Administrasi Partai Parsindo yang harus diserahkan kepada
KPU RI pada tanggal 28 September 2022, dengan maksimal pada Pukul
23.59 Wib, baik data yang sudah di Submit Sipol (Sistim Informasi
Partai Politik) maupun penyerahan berkas perbaikan Partai Politik
kepada KPU sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun alat bukti sebagai
berikut (Terlampir) :

Data Submit Perbaikan Administrasi Model F Partai Parsindo;

Data Kehadiran LO Partai Parsindo di KPU oleh Renaldji;

Klipping Media dari media Kompas.com (3/10/2022);

Surat Partai Parsindo ke KPU;

Surat Keberatan Partai Parsindo atas pernyataan KPU ke media;
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Surat Klarifikasi Tentang Penyantaan KPU di Kompas.com
(3/10/2022);dan

7. Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik
Indonesia Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober

2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai

politik calon peserta pemilihan umum;

Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022

tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi

Adminsitrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. Bahwa

Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU RI sebagaiman dimaksud

dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2022 yaitu

sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Parsindo telah memenuhi kewajiban melakukan
perbaikan administrasi yang kemudian hasilnya telah disubmit
melalui Sipol, pada pukul 23.29.20 wib. Kemudian berkas
perbaikan juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk tidak mau
menerima berkas. Partai Parsindo kemudian mengirimkan Surat
Resmi ke KPU disertai penyampaikan berkas guna melengkapi data
perbaikan administrasi yang telah disubmit ke Sipol KPU pada
pukul 23.29.20 wib, tanggal 28 September 2022;



2. Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua Badan Verifikasi
Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU pada tanggal 28
September 2022 pada pukul 22.00 WIB sebagaimana tanda bukti
hadir yang telah kami miliki (terlampir) guna untuk melakukan
kordinasi persiapan pendaftaran perbaikan verifikasi administrasi,
pada kehadiran tersebut ketua badan verifikasi menunggu LO yang
terdaftar di KPU untuk dapat menyerahkan hard copy formulir
model F yang akan diserahkan kepada Helpdesk KPU, sekitar pukul
23.50 WIB LO Partai Parsindo telah hadir di depan pintu gerbang
KPU namun belum dapat memasuki Gedung KPU dikarenakan
banyak kerumunan masa dari pendukung Partai-Partai lain yang
membuat pintu gerbang KPU ditutup dan dibatasi atas hal tersebut
menyebabkan kesulitan untuk dapat memasuki kantor KPU serta
LO Partai Parsindo mencoba juga untuk melakukan komunikasi
dengan Ketua Badan Verifikasi Nasional yang telah hadir lebih
dahulu di dalam Gedung KPU namun dikarenakan waktu yang
cukup sempit sehingga menyebabkan tim LO mengalami
keterlambatan memasuki Gedung KPU. Atas hal tersebut
keterlambatan yang terjadi bukan semata-mata atas kesalahan dari
LO Partai Parsindo melainkan tertutupnya pintu gerbang KPU yang

seharusnya sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan secara

umum sudah sepatutnya tidak melakukan penutupan pintu
gerbang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2022;

3. Bahwa Partai Parsindo juga melakukan Komunikasi tidak hanya
melalui surat dan pesan elektronik kepada KPU untuk meminta
pengarahan, mengingat KPU memiliki otoritas dalam menyikapi
masalah tersebut. Namun, hingga sampai saat ini secara resmi KPU
belum memberikan jawaban atas surat yang disampaikan oleh
Partai Parsindo tersebut;

4. Bahwa terhadap komunikasi yang telah dilakukan Partai Parsindo,
kami Partai Parsindo belum mendapatkan tanggapan dari KPU
melainkan mendapatkan pemberitaan melalui media elektronik yang
pada intinya berita tersebut menyampaikan bahwa Partai Parsindo
“tidak mensubmit data perbaikan ke Sipol serta tidak hadir di KPU
untuk menyerahkan perbaikan data administrasi”. Atas

pemberitaan tersebut kami Partai Parsindo menyatakan bahwa KPU



telah memberikan pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai
pada faktanya;

5. Bahwa berikut ini kutipan pernyataan yang disampaikan oleh
Komisioner KPU, Idham Holid kepada media Kompas.com
(3/10/2022). “Pertama ada Partai Politik sampai batas akhir
perbaikan dokumen tidak datang ke KPU menyerahkan dokumen
formulir perbaikan dan tidak juga mensubmit unggahan datanya di
aplikasi Sipol (Sistim Informasi Partai Politik). Partai Politik ini
adalah Parsindo,” ujar Idham kepada Kompas;

6. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh KPU tersebut, telah
membuat dampak buruk bagi Partai Parsindo sehingga
menyebabkan kegaduhan pada internal Partai Parsindo serta citra
buruk terhadap nama baik Partai Parsindo pada masyarakat umum
khususnya konstituen Partai Parsindo yang berada di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana
seharusnya KPU sebagai Lembaga negara yang bersifat independen
memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Partai Parsindo
untuk melakukan Klarifikasi terkait dengan pendaftaran verifikasi
perbaikan Partai Parsindo (dalam hal ini bagaimana bisa terjadi

Data perbaikan administrasi model F yang sudah disubmit ke Sipol

Pukul 23.29.20 wib, namun dokumen formulir perbaikan tidak
diterima helpdesk KPU);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang ada, bahwa
Partai Parsindo telah melaksanakan kewajiban sebagaimana
ketentuan yang berlaku yaitu “Melakukan Submit perbaikan data
administrasi model F, pada pukul 23.29.20 wib ke Sipol KPU, 23
menit lebih awal sebelum penutupan pada pukul 23.59 wib pada
tanggal 28 September 2022.

Alasan - Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan surat berita acara rekapitulasi hasil verifikasi
administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Nomor
234/PL.01.1-BA/05/2022 yang isinya menyatakan bahwa Partai
Parsindo tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi untuk
masuk ke tahapan selanjutnya verifikasi faktual maka atas hal
tersebut kami menyatakan bahwa keputusan KPU melalui berita
acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi Partai Politik calon

peserta Pemilihan Umum tidak sesuai dengan fakta — fakta sebagai
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berikut:

a) Bahwa Partai parsindo telah memenuhi kewajiban melakukan
perbaikan administrasi yang kemudian hasilnya telah
disubmit melalui Sipol, pada pukul 23.29.20 wib. Kemudian
berkas perbaikan juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk
tidak mau menerima berkas. Partai Parsindo kemudian
mengirimkan Surat Resmi ke KPU disertai penyampaikan
berkas guna melengkapi data perbaikan administrasi yang
telah disubmit ke Sipol KPU pada pukul 23.29.20 wib, tanggal
28 September 2022.

b) Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua Badan
Verifikasi Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU pada
tanggal 28 September 2022 pada pukul 22.00 WIB
sebagaimana tanda bukti hadir yang telah kami miliki
(terlampir) guna untuk melakukan kordinasi persiapan
pendaftaran perbaikan verifikasi administrasi namun dimana
berdasarkan uraian diatas menyebabkan LO Partai Parsindo
terhalang untuk memasuki Gedung KPU dikarenakan gerbang
pintu KPU tertutup yang seharusnya sampai dengan pukul
23.59 WIB masih harus terbuka.

c) Bahwa seharusnya hard copy formulir model F diterima oleh
Help Desk KPU dengan diberikannya Formulir Model
penerimaan.dok.perbaikan-Parpol kepada Partai Parsindo,
pada faktanya KPU tidak menerima dan menyampaikan
secara lisan tanpa memberikan surat penjelasan apapun yang
dimana hal tersebut menunjukkan kesewenang-wenangan
serta tidak Profesional sebagai Lembaga Negara yang
Independen serta bersifat melayani segala sesuatu yang telah

ditetapkan oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

2. Bahwa atas uraian yang telah kami jelaskan diatas maka sangat
jelas dan terang - benderang KPU sebagai Lembaga Negara yang
melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 telah melakukan
Pelanggaran sebagai berikut:

a. Pasal 47 Ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Perwakilan Daerah:



“Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 47 dilaksanakan
mulai Pukul 08.00 wib - Pukul 16.00 Wib, Kecuali hari
terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai
Pukul 08.00 wib — Pukul 23.59 WIB”

. Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi:
“Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan
melewati batas akhir waktu penyampaian pada hari terakhir
sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi:
“Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta
Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat
minimal, tidak lengkap, dan atau tidak dicetak dari Sipol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) yang
berbunyi: “KPU memberikan Tanda Terima Kepada Partai
Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan Formulir MODEL
PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”. Akan tetapi, fakta
yang sesungguhnya adalah bahwa KPU TIDAK PERNAH
MEMBERIKAN Formulir MODEL
PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”.

Petitum (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon

kepada Bawaslu R.I untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1,

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau

sebagaian;

. Membatalkan Keputusan KPU R.I Nomor 234/PL.01.1-

BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi
Hasil Verifikasi Adminsitrasi Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum sepanjang mengenai Pemohon

. Menyatakan Pemohon lolos Verifikasi Administrasi

sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

. Menyatakan Pemohon berhak mengikuti tahapan verifikasi

factual dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024
sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

Meminta KPU R.I untuk melaksanakan Putusan ini;



B. Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

1.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

a.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Bab VI) pada pokoknya
mendalilkan “permohonan Pemohon adalah mengenai obyek
suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September 2022
di KPU tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan

partai Parsindo”;

. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
(untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), menyatakan
“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu
yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan
Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terjadi karena:
a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau
b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota.
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat



d.

(1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”

Bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon justru
mempermasalahkan suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal
28 September 2022;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf d, maka Permohonan yang
diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan objek sengketa
proses Pemilu yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,
sehingga cukup alasan agar Permohonan Pemohon tersebut
harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima.

2. Permohonan Tidak Jelas (Obscur Libel)

a.

Bahwa uraian alasan Pemohon dalam Permohonan sengketa
proses Pemilu yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang
dimohonkan;

Bahwa dalam positanya Pemohon mempermasalahkan
berkenaan dengan tahapan Masa  perbaikan dan
penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik pada
tanggal 28 September 2022;

Bahwa dalam petitumnya, Pemohon mempermasalahkan
obyek sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan KPU
Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022
tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai
Politik Calon Peserta Pemilu (Bukti T- 1). Kemudian Pemohon
meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau
tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf b
dan huruf ¢, sama sekali tidak mendasar dikarenakan antara
posita dan petitum tidak memiliki relevansi terkait dan
Pemohon tidak mampu menjabarkan alasan Petitum di dalam
pokok permohonannya, sehingga apa yang menjadi alasan
Pemohon dengan hal-hal yang dimohonkan tidak jelas;

Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya

mengatur:
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“«__Permohonan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya disertai bukti
dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap
asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap Salinan serta
dalam bentuk  dukumen digital dengan format word yang
disampaikan dalam unit penyimpanan data---";

f. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, secara tegas
menjelaskan agar dalam Permohonan Pemohon untuk
dibubuhi materai. Namun, faktanya Permohonan Pemohon
tidak dibubuhi materai. Oleh karena itu, secara jelas
Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan
Pasal 13 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu dan tidak memenuhi legalitas formil
untuk diperiksa oleh Majelis Sidang Adjudikasi;

g. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf e, jelas Pemohon dalam
Permohonannya telah keliru dalam menentukan objek
sengketa proses Pemilu di Bawaslu, dengan demikian, cukup
alasan agar Permohonan a quo dikesampingkan atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima.

II. Jawaban Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal
semua dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, keterangan-
keterangan, argumen-argumen, dan alat bukti yang diajukan
oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui
kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi
mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon;

3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh
Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan
tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 7/2017);
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. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama

pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon

berpendapat bahwa Pemohon dalam  Permohonannya
mempermasalahkan tahapan masa perbaikan  dan
penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik pada

tanggal 28 September 2022;

. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana

dimaksud pada angka 4, Pemohon tidak menyertakan bukti-

bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil

Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi

tidak mendasar dan menggunakan teori yang belum dibuktikan

kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon.

Namun demikian, dalam rangka memenuhi tanggung jawab

sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk

tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas

Permohonan Pemohon;

. Bahwa sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap

pokok permohonan Pemohon, izinkan kami Termohon untuk

menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa syarat partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi
peserta Pemilu adalah partai politik yang memenuhi
ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU
No. 4/2022) yang pada pokoknya mengatur "partai politik
calon peserta Pemilu harus mendaftar kepada KPU in casu
Termohon dan memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (1)
UU No. 7/2017 juncto Pasal 7 Peraturan KPU No. 4/2022
untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

b. Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk
dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu sebagaimana
ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 juncto Pasal 4
Peraturan KPU No. 4/2022 adalah lolos di tiap tahapan
yang telah dipersyaratkan yaitu:

1) Pendaftaran;

12



2) Verifikasi Administrasi:
a) Verifikasi Administrasi (awal); dan
b) Verifikasi Administrasi Perbaikan.
3) Verifikaksi Faktual:
a) Verifikasi Faktual (awal); dan
b)Verifikasi Faktual Perbaikan.
4) Penetapan.

c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke kantor
Termohon pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022
(Bukti T -2);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Juncto Pasal 26 Peraturan
KPU No. 4/2022, maka dokumen pendaftaran Pemohon
dinyatakan  diterima oleh  Termohon  kemudian
diterbitkan formulir MODEL
BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL
(Bukti T-3);

e. Bahwa kemudian Termohon melakukan Verifikasi
Administrasi (tahap awal) terhadap dokumen persyaratan
milik Pemohon sejak hari selasa 2 Agustus 2022 sampai
dengan Minggu 11 September 2022;

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022,
Termohon menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi
sebagaimana terhadap dokumen persyaratan milik
Pemohon yang hasilnya dinyatakan Belum Memenuhi
Syarat (BMS) (Bukti T-4);

7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon (subbab Pokok
Permohonan BAB VI point 1) mendalilkan telah memenuhi
kewajiban melakukan perbaikan administrasi yang kemudian
hasilnya disubmit melalui Sipol pada 28 September 2022 Pukul
23:29 WIB serta berkas perbaikan telah disampaikan ke KPU
merupakan dalil yang tidak benar, adapun terhadapat dalil
tersebut dapat disampaikan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa dengan dinyatakan Pemohon BMS sebagaimana
dimaksud pada angka 6 huruf f, maka Pemohon sesuai
dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
KPU No0.4/2022 dapat melakukan perbaikan terhadap

dokumen persyaratan sebagaimana yang telah tertuang
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dalam Nomor: 199/PL.01.1-BA/05/2022 tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilihan Umum (Vide Bukti T -4);

. Bahwa Pemohon diberikan waktu untuk melakukan masa
perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan sejak
Kamis, 15 September 2022 s.d. Rabu, tanggal 28 September
2022 melalui Sipol serta menyerahkan dokumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

. Bahwa waktu penyampaian dokumen persyaratan
perbaikan yang dinyatakan BMS, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/2022,
pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa
penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia
Barat.

. Bahwa selain penyampaian dokumen persyaratan
perbaikan melalui Sipol, perlu Termohon sampaikan, dalam
hal partai politik akan menyerahkan dokumen persyaratan
perbaikan dengan menggunakan dokumen fisik (baik
dokumen digital/softfile dan/atau hardfile), Termohon
memberikan kesempatan berdasarkan Keputusan KPU
Nomor: 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan
Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital
(Soft File);

. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, pada
tanggal 28 September 2022 pukul 23.59 WIB, Pemohon
tidak pernah sama sekali melakukan submit di Sipol dan
hal ini dibuktikan dengan tidak adanya log activity berupa
submit data yang dilakukan oleh Pemohon, dan Pemohon
hanya melakukan simpan data di Sipol tetapi tidak pernah
dilakukan submit (Bukti T-5);
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f. Bahwa Termohon juga tidak pernah menerima dokumen
fisik dari Pemohon selama batas waktu perbaikan yang
telah dijadwalkan dan hal tersebut dapat dibuktikan
dengan tidak adanya Pemohon dalam daftar hadir yang
tercantum di Helpdesk (Bukti T-6); dan Pemohon juga tidak
jelas menguraikan kapan surat resmi tersebut dikirimkan
kepada Termohon, apakah pada tanggal 28 September 2022
pukul 23.29.20 WIB? Atau setelah tanggal 28 September
2022?

g. Bahwa Termohon juga dengan tegas membantah dalil
Pemohon yang mengatakan “Kemudian berkas perbaikan
juga disampaikan ke KPU, namun helpdesk tidak mau
menerima berkas”. Termohon jelas tidak akan pernah
menolak penerimaan berkas yang diajukan oleh seluruh
calon peserta Pemilu kecuali dokumen yang diajukan oleh
calon peserta Pemilu telah melewati batas akhir waktu
penyampaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat
(2) Peraturan KPU No. 4/2022, yang pada pokoknya
mengatur “KPU tidak menerima dokumen persyaratan

perbaikan apabila telah melewati batas akhir waktu

penyampaian perbaikan pada Hari Terakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)”;

8. Bahwa dalam permohonannya BAB VI poin 2 Pemohon
mendalilkan ”---Bahwa Partai Parsindo yang diwakili oleh Ketua
Badan Verifikasi Nasional Partai Parsindo telah hadir di KPU
pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 22.00 WIB
sebagaimana tanda bukti hadir yang telah kami miliki (terlampir)
guna untuk melakukan kordinasi persiapan pendaftaran
perbaikan verifikasi administrasi, pada kehadiran tersebut
ketua badan verifikasi menunggu LO yang terdaftar di KPU
untuk dapat menyerahkan hard copy formulir model F yang
akan diserahkan kepada Helpdesk KPU, sekitar pukul 23.50
WIB LO Partai Parsindo telah hadir di depan pintu gerbang KPU
namun belum dapat memasuki Gedung KPU dikarenakan
banyak kerumunan masa dari pendukung Partai-Partai lain
yang membuat pintu gerbang KPU ditutup dan dibatasi atas hal

tersebut menyebabkan kesulitan untuk dapat memasuki kantor
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10.

KPU serta LO Partai Parsindo mencoba juga untuk melakukan
komunikasi dengan Ketua Badan Verifikasi Nasional yang telah
hadir lebih dahulu di dalam Gedung KPU namun dikarenakan
waktu yang cukup sempit sehingga menyebabkan tim LO
mengalami keterlambatan memasuki Gedung KPU. Atas hal
tersebut keterlambatan yang terjadi bukan semata-mata atas
kesalahan dari LO Partai Parsindo melainkan tertutupnya pintu
gerbang KPU yang seharusnya sebagai Lembaga yang
memberikan pelayanan secara umum sudah sepatutnya tidak
melakukan penutupan pintu gerbang sampai dengan batas
waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU
Nomor 04 Tahun 2022---7;

. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud pada angka 8, karena apabila Pemohon
mengatakan telah hadir pada tanggal 28 September 2022 pukul
22.00 WIB maka sudah seharusnya nama Pemohon tercatat di
dalam Daftar Hadir penerimaan penyampaian dokumen
persyaratan perbaikan milik Termohon, namun pada faktanya
dalam daftar hadir yang dimiliki oleh Termohon tidak ada sama
sekali perwakilan ataupun orang yang ditugaskan oleh
Pemohon yang hadir pada tanggal 28 September 2022,
sehingga dapat membuktikan bahwasanya Pemohon tidak
hadir pada tanggal 28 September 2022 untuk menyerahkan
dokumen persyaratan perbaikan kepada Termohon;

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang pada
pokoknya  mengatakan bahwa  alasan  keterlambatan
penyerahan dokumen persyaratan perbaikan milik Pemohon
disebabkan tertutupnya pintu gerbang KPU. Bahwa
berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun
2022 tegas mengatur “Waktu penyampaian dokumen
persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00
waktu Indonesia Barat, kecuali hari terakhir masa penyampaian
perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
23.59 Waktu Indonesia Barat.” sehingga tidak mungkin
Termohon pada hari terakhir pendaftaran sebelum pukul 23.59

WIB menutup pintu gerbang kantor Termohon;
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11.

12.

13.

14,

15.

Bahwa sebagaimana Closed Circuit Television atau CCTV di
depan gerbang kantor Termohon (Bukti T -7) terlihat sangat
jelas bahwa sekitar pukul 22.00 WIB s.d 22.10 WIB di depan
kantor Termohon tidak ada sama sekali kerumunan massa dari
partai-partai lain yang dapat menyebabkan Pemohon terhalang
untuk memasuki gedung Termohon sehingga dari CCTV
tersebut membuktikan bahwasanya dalil Permohon hanya
mengada-ngada;

Bahwa selain itu, dari Closed Circuit Television atau CCTV
(Bukti T- 8.) terlihat sangat jelas perwakilan dari Pemohon
baru sampai di Gedung Termohon pada pukul 00.09.31 WIB
pada tanggal 29 September 2022 dan tidak dihalang-halangi
oleh pihak pengamanan di kantor Termohon, serta CCTV
tersebut menegaskan bahwasanya kedatangan Pemohon
tersebut sudah melewati batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan perbaikan;

Bahwa oleh karena kedatangan Pemohon ke kantor Termohon
baru pada tanggal 29 September 2022, sedangkan batas akhir
penyerahan persyaratan perbaikan tanggal 28 September 2022,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU
No. 4/ 2022, Termohon tidak menerima dokumen persyaratan
perbaikan apabila telah melewati batas waktu, sehingga apa
yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam Bab VII poin 2
huruf b, Pemohon mempermasalahkan Termohon yang tidak
pernah memberikan formulir MODEL
PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon.
Bahwa Termohon sudah memiliki alasan yang cukup tegas
dengan tidak memberikan formulir MODEL
PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL kepada Pemohon
dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan perbaikan dan
penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon pada hari Kamis
15 September 2022 sampai dengan Rabu 28 September 2022.
Sehingga Termohon pada saat melakukan verifikasi

administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan pada
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hari Kamis 29 September 2022 sampai dengan Rabu 12
Oktober 2022 tidak memeriksa dokumen perbaikan apapun
milik Pemohon dan oleh sebab itu Berita Acara Nomor
234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum menetapkan Pemohon Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Berita Acara Nomor
234/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Termohon
adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa atas uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon
tersebut di atas maka, Termohon meminta kepada Majelis
sidang Adjudikasi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya serta menyatakan Pemohon tidak lolos Verifikasi
Administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 234/PL.01.1-
BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi

Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon.

III. Petitum
Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana
tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan
tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam
Permohonannya.
Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon
kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu
Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor
234 /PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik

Calon Peserta Pemilihan Umum;
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3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan
kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

C. Bukti
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon
telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai
cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan di
dalam media penyimpanan data dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti

P-7 sebagai berikut:

No. Bukti Perihal

1. P-1 (Fotocopy dari | Data Submit Perbaikan Administrasi Model
Fotocopy) F Partai Parsindo

2 P-2 (Fotocopy dari | Data Kehadiran LO Partai Parsindo di KPU
Fotocopy) oleh Renaldi

3. P-3 (Fotocopy dari | Klipping Media dari media Kompas.com
Fotocopy) (3/10/2022)

4. P-4 (Fotocopy dari | Surat Partai Parsindo ke KPU

Fotocopy)
3. P-5 (Fotocopy dari | Surat Keberatan Partai Parsindo atas
Fotocopy) pernyataan KPU ke media

6. P-6 (Fotocopy dari | Surat Klarifikasi Tentang Penyataan KPU di
Fotocopy) Kompas.com (3/10/2022)

7. P-7 (Fotocopy dari | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi
Fotocopy) Administrasi Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum dari KPU tanggal 13
Oktober 2022;
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